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PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMoR 14 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Dauriih,
maka pc'rlu diatur kemb.rli segala bentuk pcratur.alt
Dacrah !,ang mr: ngatur tentang Rctribusi lJacrah Kota
Pekanbaru;

bahra,a untuk memenuhi makslrd tersebut pacla hurLll'.1
dintas, perlu mcnetapkan Peraturan Dacrah Kota
Pekanbaru tentang Retribr-rsi lzin Trayek.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 19o6r Tt:nrans
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingknngar-r Provrnsi Sumatera Tengah (Lembaran Negzrra
Itepublik Indonesi:r Tzrhun 1956 Nomor 19);

Undang-undang Nomor B Tal'run 198 1 Tentang I lukuLm
acara Pidana (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
198l Nomor 76, Tambahan Lembaran Negarar llepublik
Indonesia Nomor 3209);

LJndang untlang Nornor 3'2 'l'ahun 2OO4 'l'cntern;1
Penrcrin[alran I)acriih (Lcrnbzrran Negara t?cpr-rltlik
Inclorrcsia Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan l.cntltau'an
Negara Republik Indoncsia Nomor 4437); sebagairnzrn.i
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Nomor 1,2 Th 2008 tentang perubahan kedua alas
Undang Undang Nomor 32 Th 2OO4 tentang Pr:me r-in L:rh
Dacrah (Lembetran Negara Rcpr-rblik lndone sia 'l:rhurr 2008
Nomor 59, 'I'zrrnbahan Lembzrran Negara itcpriblik
lndonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
lndonesii: Tahlrn 2004 Nomor 126, Tambahan l-crrrbarzrrr
Nergi.rra Repur blil< I nclont'sia NomL;r 4-138) ;

Undang-Undang Nomor 38 Tahulr 2004 tenti,rnq Jt,ilarr
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor-
132, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone sia
Nomor 4444);
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6. Undang-undang Nomor 22 tahur-r 2009 tentang Lalulintas
dan Angkutan Jal.rn (Lembaran Negara Republik lndone sia
tahun 2OO9 Nomor g6,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2025);

7. Unclang- Ur-rciang Republik Indor-resia Nomor 2g TtLhr_rn
2OO9 Tentang Pajak Daerah dan Retribr_rsi Dacrah
(Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor
5049, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5049);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20l1 tentang
Pembentukan Peraturan Peru ndang- Undangan (Lcmberran
Negara Reptrblik Indoncsin Tahun 201 I Nomol 8,2,
'lambirhzrn Len'rbar:rn Negara Rcpublik Inclcntesia Nornor.
s324) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 te ntang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambnhan
Lembaran NegariL Nonror 3258) sebagaimanzr tcl:rh diubah
clengan Peraturan Pcmcrintah Nomor. 58 Tzihr,rrr 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9O, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 4l
Tahun 1993'lentang Angkutan Jalan (Lentbararl Ncsarar
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

I 1. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 42
TahuLn 1993 Te ntang Pcmeriksaan Kendaraan cli .Jalan
(Lcn'rbaran Negara Repr-rblik Indonesia Tairun 1993 Nornor
60, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesri.r
Nomor 3528);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tal-run 1993 Tentang Prasarana Lalu-lintas .Ierlan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi;r
Nomor 3529);

13. Peraturan Pemeritah Republik Indonesia nomor 44 'l'ahur-r
1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Ncgarer Republik lndonesia Tahun 1993 Nonror 64,
Tl.rmtriitran Le mbarertr Ncgara Repr-rblik lncloncsiiL Nornor
s53O);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peratltran Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2005 tentzlng
Pecionran Pembinaan dan Pengawasan Penyeleuggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsirr
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4593);



16. Peratturarn Perr-rerintah Nomor 69 Tahun 201O tentang Tat:l
Cara Pemberian dan lremanfaatan Insentil per-nungutrn
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran N"egarar
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119. TarnbJan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Pcraluran Mentcri Dalam Negeri Nomor l3 Tah i-rn 200(r'i-cntritlg Pcclon'rlrr-r pcngelolaan Keuangan Dtrerah
sebatgaimunu tel.rh clir-rbah denglan peratufal M(:rit(.1.i
Dalam Negeri Nomor 59 'lzrhun 2007;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahr_rn 2OO9
tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan pemerinLah
D:rerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tairur-r z0l I
'I'en tang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor
11/PMK-O7 Tahun 2010 Tentang Tata Cara pengenaan
Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang pajak
dan Retribusi;

2L Pcraturan Dacrah Kota Pckanbaru Notnor l5 Tahun 2000
lcntang Pcnyidik Pegar.r,ai Negeri Sipil dr Lingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru;

22. Perat:uran Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Pembcntukan Susunan Organisasi, Keduclukar-r Dar-r
Tr-rgas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan pemerintah Kor:r
Pekanbaru (Lembaran Daerah Kot:r pckanbanr Tz,rhtu:
2OO8 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PtrKANBARU

Dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PtrRATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TITAYIiK

BAB I
KtrTtrN'I'UAN UMUM

Pasal I

Dalam Pe raturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.

-2. Iri'ntcrintlth [)acra]r irdalalr I)erncrintult Di.rcr:th Kota pckanbarLr.

.-1. Wllikotrr lrrlirliilr Walil<r)ti.L l)c]<llnl)llrLt.

'1, f)r'tlitt-t Pcru'itl<ilitrr l?irkrritt Ditt rah :t<lalah IJcu':.r n Pcru,itkilnir Rak',,a1 lJlcralr
Kota Pekanberru.



5. Pcratlrr.ln Daerah adalnh PerattLran Daerah Kota pekanbaru.
(). Dinas adalah Dinas Teknis yang ditunjuk.
7 . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.
8. Pc'labat adalal-r Pcgara,ai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah

sesuai dcngan PcraLuran Pcrundang-undangan yang berlaku.
!). Angkutan aclalah pemindahan orang dan / trarang dari suatu rer,par kt:

ternpat lain dengan menggunakan kendaraan.

10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan tercliri da.
kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

I1. Kcnd:rra:rn bermotctr :,rdalerh kendararan 1,ang digcrakkan oleh peralaLan Lt:krrik
.r,:irrg bt'r'acla pad:i kendarr:ran itlr.

I 2. Kt:ndirraan umum aclalah setiap kcndaraan berrrotor y:rng disecli:rkan ur-rtu k
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

1j. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa
rumah-rumah bzrik de ngan atau tanpa kereta samping.

14. Mobil penumpang adalah seti.rp kendaraan bermotor yang diJengkapi
scbanvak banyarknya 8 (del.rpan) tempat cluduk tidak termasuk tempat clucluk
pengemudi, baik dcngan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

15. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

16. Mobil barang adalzrh setinp kendaraan bermotor selain sepeda ntotor, rnc>bi]

l)cnurnpang) rnobil blrs, dan kcndaraan khusus.

17. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mcngangkut
barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang
untuk dit.arik oleh kendaraan bermotor.

t8 K(]reta tempelzrn adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkul
barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu olch
lcendaraan bcrmotor penariknya.

Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang ,yang dibe ri
tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.

Pcrusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menycdiakan jasa
angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkLrtan
orang dengan mobil penumpang dan mobil bus yang mempun-yai asal rJai't
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak
be rjaclwal;

.llrirrgan traycl< adulah l<umpulan dari Lra.vck-truyck yang ntcnjacli s;rtu
kcserLLlarI jaringern peIavanan angkutan orrLng.

'I'rayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan daiam
jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap ateru tidak
berjadwal;

Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Wrlib Rctribusi adalah orzrng pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Pcrundang-undangern Retribusi Daerah diwajibkan untuk mclakukan
pembayaran retribusi.
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26. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu -yang merupakan batas r.l,aktu
bagi wajib Retribusi untuk membayar kewajiban pertahun / perbulan/ perhari;

22. Pc'.iabat vang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan pemerinrah daer:rh '.,gclit r-ur.jlrk oith Kepzrla Daerah.

Ol-rit'h lictl illr-Lsi irclirlalt iti'lit!attitn irtas .j:rsn r,ang disccii:r1<arn olclt l)crncrlttr,h
i..o t ir .

.).)

29. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pela\.,anan
oleh Pemerintah Kota.

30. Surat Ketctapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD aclalah
Surat Ketetarpan .vang n-rcr-rentukan besarnya jumlah Retribusi yang torlrtilng;

ll L Slrrill Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD zrdallh surat
untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi bcrupa bunga
atau denda.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDKB adalh Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi, .jurnlair
kekurangan pemba-yaran pokok rctribusi, bcsarnya admir-ristrasi clan.jr-1nlah
yarrg n'rasih htrrus clibal't-Lr.

lll). Surat Ketetapan Rctribusi Dae rah Kurang Bayar Tambahan yang selanjulnya
disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas
jumlah yang telah ditentukan.

34. Pemcriksaan adalah serar-rgkaian kcgiatan untuk mcncari clan mengumpulkarr-r
dan mcngelola data /atau keterangan lainnya untuk mcnguji kcparuhan
pemenuhan kervajiban Retribusi dan untuk tujuan lair-r dalarn r:rngka
melaksanakan ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundar-rg-
undangan.

Pcnyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipit yang se lanjutr-ryer
disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dcngan bukti
itu rncmbuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang tcr-jacli
scrla mcne mukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJtrK DAN SUB.JEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izir-r Lra.yck

Pasal 3

(i). i)bjek Retribusi lzin Trzr_vek adalah Pemberian lztn kepada orang pribacli ateru
Ba.dan unluk menyediakan pelayanan angkutan penumpang urnum pada
suatu atau beberapa trayek tertentu.

(21. lzin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

ar. izin pcnvelenggaraa 11 angkulan orang dalam tr:ryek; dan
b. izin pe nvc lcnssilr.lan angkutan orang tidak dalam tra-yek;

(3). Iit:.,r'ajiban mcmiliki izin sebagaimana dimaksud pad:r ayat (1) tidak hcrlakrr
u ntu k:
a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
b. pengangkutan jenazah.



(4). lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/arau
kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernvaL:ran, dan
kartu pcrlgau,asan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Baclan yang
memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

BAB III
(iOLON('iAN IItrTRI I]]USI

Pasal 5

Retribusi Izin Traye k termasuk jenis re tribusi perizinan terrentu

BAB IV
CARA M ENCiUKUR TINC}KAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat pelayanan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan jenis
kendaraan angkutan pe numpang umum.

(2). Iicndaratrn arngkutan pcnump.rng umurn scbag:rimana dimaksud pzrcla a-\'at (])
lrcial:rh kt:nd:u irarr zrngkutan pcnLlmpang ut'rtun't yang mela-verni angkuttrr-r
perkotaan.

(3). Angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri clari
angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENEIHPAN

TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya
didasarkan pada tujuan menutup sebagian
penyelenggaraan pemberian izrn yang bersangkutan.

tarif retribusi izin
atau sellrruh

trzryr:k
biaya

(2) Bia,t'a pcnl'clcngg:rraan pcmbcrian lz\n Pemberian se bagaimana cl jmaksud
p:tla avat (1) meliputi clokumcn izin, pengar,r,asan lapangan, penegakan
hr-rkum, penatausahaan, dan biaya <lampak ne gatif memberikan izin tertentu.

(lj). Pcmberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakar-r rnclaltri
seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrunderng
undangan.

(4) lzin sebagaimar-ra dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat berupa izin pada 1 (sat u)
travck atau pada bcberapa tral,ek dalam satu kaw,asan.

(5) Jzin peryelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertcntu.

(6) Perpanjangan ijin trayek setelah melampaui batas waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melalui proses seleksi atau
pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(,



BAB VI
STt?UK'I'UtI DAN BESARNYA TARIF' RETRIBUSI

No

'2 RUq \pqa !qqa4C/ kendaraa\1t4\ R 60.000,un

+

ii

Bus Fglq bgqgr/ ke19!qlq4!1 !4 U4
'll.rksi / licnrlur-aan / trihr-rn
I-3aj i1 / l<e;r<laraan / tahun

1Bl, sQo99,
R p. 20.000,

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Rctlibusi lzin Traye k yang terutang dipungut di Wilayah Kota PekanbarLl tcr]pat
penyelenggaraan lzin Trayek.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

AN(ISURAN DAN PtrNUNDAAN PtrMBAYARAN

Pasal 9

Pasal I l

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Penentuan pcmbaryaran retribusi dilakukan pada waktu dan tempat
pembayaran yang telah ditentukan dalam surat Ketetapan Retribusi Daeralr
(SI{RD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana climaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktun.ya atau
kr-rrang membal,ar, dike nerkan sanksi administratil berrupa bunga sebesar 27u
(dua perscn) seliap bulan dari Retribusi yang terutang yang lidak atar-r krLraing
dibavzrr dan drtagih clengern menggunakan S1'RD.

{5) Pc'nagihan Retribusi tcrutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului
dengan Surat Teguran.

(6) Hasil pemungutan rctribusi sebagaimana dimaksud pada ayzrt (2) disctor kc
Kas Daerah.

(7) Ilc'tribusi tlipungut olch InsLansi yang ditunjuk oleh Walikota .

7

Jenis Kendaraan

1 Mobil penumpang umum / oplet/ tahun Rp. 30.0O0,

Pa sal 8

( I ). Pemungutan retribusi izin trayek dilakukan pertahun dengan menerbitkan
kartu pengawasan sebagai kontrol di lapangan.

(2). Besarnya tarif retribusi tzin trayek f Kartu Pengawasan Angku[an Orang,
meliputi :

Tarif

!?p 1Q0.00Q

BAB VIII
MASA RtrTRIBUSI

Pasirl l0

Masu Rr:tril.rr:sr adalal-r.jarigka rva,rkttr l ang lrrm:rnya 1 (satu) tz-rhun.



(1)

(2)

Pasal 12

Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

Tata cara pembayaran, penyetoran dart tempat pembayaran retribusi akan
dlatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

( 1) Pt rttlxtr':rt'zLn rc:lril.,Lrsi sc l;:rgi.r irr zt t'rut climaksucl dzrlam Pasal ]2 dibcriki.rrt rarnc.la

bril<Li pc rn bat':,r ra n.
(l) Sctiap pcrnba1'artrrr dicatart clalarr bul<u pelcrimzran.

Pasal 14

(i) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang clitunjuk
olch Walikota.

(2) Dalam hal pembay:rran dilakukan dilempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24
jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.

Pasal 15

i3agi P() yang lelah memilil<i izin trayek unttrk periode .yzrng tolah ditctapkar-r urqil;
memperp:lrr.jang izin treryck / kartu pcnga,,r,:rsan setiap kcnclaraan seti:rp tahun
pzrd:r werktun-va dengan melan-rpirkan dokumen kendaraannya yang masih br:rlaku
un tuk diperpa njang izin trayeknya.

BAB X
PtrNAGIHAN

Pasal 16

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktun,Va atziu
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2olr,

(duzr persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurarng
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayar (i )

didairului dengan sLlrat teguran.

(3) Surat teguran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkzu-r oleh
Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Kr:kl-rturan Icbih ltrnjut mcngenai penagihan retribusi ditetapk:rn dengur-r
Pcraturrln Wali Kota.

BAB XI
KEBERATAN

(l). Wajib retribusi
yang ditur-rjuk
dipersamakan.

(2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan discrtai
alasan-alasan yang jelas.

(13). Dalam hal u,ajib rr:tribusi mcngajukan kcbcratan atas kctctapart rcLribr-isi,
ra,a.iib lr:tribr-rsi htu'us d.rp.rt mcmblrktikzrn keticlzrk bcr-raran kctetap.rrr retriblrsi
tcrscbut.

Pasal 17

dapat mengajukan keberatan kepzrda Walikotzr atau pe'jabat
atas ketetapan retribusi SKRD atau dokumen lain vang
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(4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (Lig:r) bulan
sejak tanggal ketetapan retribusi, kecuali jika wajib retribusi dap.rt
mcnunjukkan bahi.r,a jangka waktu itu tidak dapat clipenuhi karentr keetdaan
cliIu;rl kek r-ri,rsaan nya.

(5). hcadaan di Iuar kekr-rasaannva sebzrgaimana climaksud pada ayat (3) adr,ilair
suatu keadaan ),ang tc'rjadi di iuzrr keher-rdak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(6). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak
dapat dipertim bangkan.

(7). Pcngajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

(l) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat
Kcbcralzrn ditcrima, harus rnemberi kcputusan atas keberatan yang diajukan
dr. rrgarr menerbi tkan Sr-rraI Kcput r-rsan Kebi'ra tan.

(l) Kc{cntuan scbagarimana climaksud pada ayal (1) adalah untuk memberikirn
kepastian hukum bagi Wa.1ib Retribusi, bahwa keberatan yang cliajukan harus
diberi keputusan oleh Wali Kota.

(l) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, r-nenolak, atau menambah besamya Retribusi yang terut:ing.

(.1) Apabila jarngka waktLr scbagaimana dimzrksud pacla ayat (1) te lah lcn'al dart
Wali Kota tidak me mberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PtrMBtrBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1 ) Walikota dapat mcmberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
re tribusi;

(2) Pcrrgurangan, l<t:ringanan darn pcmbcbatsan scbagaimana dimaksud pacliL tr,f iLt

(1) dibcrikan dengan mempertimbangkan kcmi-rmpuan wajib retribusi, situtrtsi
dar-r kondisi yang terjadi pada saat itu.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Walikota.

BAB XItI
KtrDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) I lak untuLk ntclakr-tkan pcnagihan Re tribusi mcnjacli kadaluu,arsa sctclah
mel:.rmpaui rvaktu 3 (tiga) tahun terhitr-rng sejak saat terutangnya Rctribusi,
kccuerli iika Wajib Rctribusi mclakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadalur.r,arsa pcnagil-ran Retribusi se bagaimana dimaksud pada ayart (1)

tertangguh jika:
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a. diterbitk.]n Surat Teguran dan/ atau;

b. acla pe ngakuan utang Retribusi dari Wajrb Retribusi, baik langsung rrlrul)Lrn
tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
fruruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surar
1'cguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Re tribusi secara langsung sebagaimana dimaksucl pada ayzrt
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarann-ya men_vatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pe mcrintal-r
Daera h .

(5) l)r:rrqakuzrn Lltang Rctribusi secara tidak lar-rgsung sebagaimana dimaksud pada
avar i2) hurruf b dapeit diketzrhr-ri clari pengajuan pennohonan angsuran atau
pcnundaatn pembay'arar-r dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

(1) Piutarng Rctribusi yang tidak mungkin ditagih tagi karena hak untuk
:nr:lakr-rkarr penagihan sudarh kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Wali Kota menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudarh
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota.

ISAI] XIV
P}iMIiRIKSAAN

Pasal 22

( I ) Walikota be rwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pcmcnuhan kcwajiban Re tribusian daerah daliem rangka rnelakszrnak:rn
peraturan perundang- un d anger n Retribusi daerah.

(2) Walib Rctribusi yang dipe riksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi
yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau rualrgan yang
dianggap perlu dan memberikan banluan guna kelancaran pemeriksaan;
c'lan / atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) l(ctcntrrzrn lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur
dcngzrn Pe raturan Walikota.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau
kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar '2'k (du,t
perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terulang atau kurang
bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.
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(2) Sanksi administrasi lainnya yang dapat dikenakan kepada Wajib Retribusi
clapat berupa :

a. pcncabutan izin pengusahaan;
b. pencabutan izin operasi; dan/atau
c. izin trayek serta rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAI3 XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembineran dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan
c.rLeh Walikota dan pejabat yang ditunjuk-

BAB XVII
INStrNTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1 ) Dalarn rangkzr pclaLksanaan pcmungutan Retribusi lzin Trayek, Instrrnsi ,l iing
rnclaksanakan dapat diberikan insentif pemungutan atas dasar pencapauan
kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui
Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah.

(.)t Tata cara pembcrian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksucl pada
ayat (1 ) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

P:rsa1 2(-;

(l) Pcjabat Pcgau,ai Ncgcri Sipil lcrtentu di lingkr-rngan Pcrncrintah Dacruilr clibcn
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikar-r tinclak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dinraksud
dalam Undang Undang Hukum Acara Piciana.

(2) Pcnyidik scbag:Limana clirnaksr-rd pada ayat (1) aclalah pejabat pegau'zri nt'gcri
sipil tcrtentu cli lingkur-rgan Pemenntah Dzrerah yang diangkat olch pc.jabat

)/a11g ben^/enang sesuai dcngan ketentLran peratlrran perundangundairgan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aclalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkzrp dan
jelas;

b. mer-reliti, mencari, dan mengttmpulkan keterangan mengcnai urang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang clilakukan sehubttngan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

c:. mcminta ketcrangan dan baharn bukti dari orang pribadi atau Badern
schubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi ;
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d memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan de,gan tinclak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusil

c. n'relakukatr penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembr:kuan.
pencataLan, darn dokumen lain, serta melakukan pe,.yitain tcrh.lci.rp
l,ulrrn lrukri terschut,

I'. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan rugas peuviciil<an
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruarrllar)
atau tempat pada saat pemeriksaan sedzrng berlangsung clan mcrneriksa
rdentitas orang, benda, dan/ataLr dokumen yang dibawa;

h. memotret scseorang yang berkaitan dengan lindak pidana pcrpa-jakarr
Daerah dan Retribusit

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
Il.rsa ngka i.r tau sirksi;

j. me nghentikan penyiclikan; dan/aLau

dan diperiksa sebagai

k- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikal Linrl:rk
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesu,i c1cng..
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pcnyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimularnya
pe.ryidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntllt urnum
n'relalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
kctcntuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidarna.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pa sal 27

(1; Wa.jib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yiing ridak
atau kr-rrang bayar.

(2) f in<lak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggarain.

Pasal 28

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan
ncgara.

BAts XX
I(trTtrN'I'UAN PtrRALI HAN

Pasal 29

[)engan berlakr-rnya Peraturan Daerah ini maka :

{ 1 ) lzirr usaha, izin operasi dan / atar-r rzin trayek yang sudah clibcrikan
berdasarrkan ketentuan sebelumnya setelah jangka waktu berlakuny;i izin
berakhir agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka
pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB XX]
KETENTUAJY PtrNU'I'UP

Pasal 30

L{al-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang
pelaksanaannya, akan diatur Iebih lan jut dengan peraturan Walikoia.

teknrs

Pasal 31

Densan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 tahun
20o9 ter-rtang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, diccrbut cian
tlinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peratruan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanba
pada tanggal lL 0tr1p a4lL
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